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ABSTRAK 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian terkait 

dengan ketiadaan pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan prinsip konstitusionalisme 

dan menjelaskan urgensi diaturnya mengenai pembatasan masa jabatan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif konstitusionalisme. Penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundаng-

undаngаn, pendekаtаn konseptuаl, pendekаtаn kаsus, dan pendekatan perbandingan. 

Hasil dari penelitian ini menjukkan bahwasaannya ketiadaan pengaturan mengenai 

pembatasan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam UUD NRI 

Tahun 1945 adalah tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang dianut oleh 

UUD NRI Tahun 1945 karena: (1) Tidak sesuai dengan hakikat konstitusionalisme, 

(2) Tidak sesuai dengan demokrasi konstitusional yang dianut oleh Indonesia, (3) 

Membuka peluang terjadinya absolutisme kekuasaan, (4) Tidak mampu memberikan 

kepastian hukum, (5) Tidak mampu menyehatkan penyelenggaraan demokrasi di 

Indonesia, (6) Tidak mampu mencegah otoritarianisme, dan (7) Tidak mampu 

menciptakan regenerisasi kepemimpinan. Sementara urgensi Pembatasan Masa 

Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk (1) Menegakkan prinsip 

konstitusionalisme, (2) Mencegah tindakan sewenang-wenang, (3) Mewujudkan 

kepastian hukum, (4) Menyehatkan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, (5) 

Mencegah otoritarianisme, dan (6) Melakukan regenerisasi. 

Kata Kunci : Pembatasan, Masa Jabatan, DPR, Konstitusionalisme. 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to determine the compatibility regarding the absence of 

regulations regarding term limits for members of the House of Representative in the 

1945 Constitution of the Republic of Indonesia with the principles of 

constitutionalism and to explain the urgency of regulating term limits for members 

of the House of Representative from a constitutionalism perspective. This research 

is normative legal research using a statutory approach, conceptual approach, case 

approach and comparative approach. The results of this research show that the 

absence of regulations regarding term limits for members of the House of 

Representative in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is not in 

accordance with the principles of constitutionalism adopted by the 1945 Constitution 

of the Republic of Indonesia because: (1) It is not in accordance with the essence of 

constitutionalism, (2) It is not in accordance with with the constitutional democracy 

adopted by Indonesia, (3) Opens opportunities for absolutism of power, (4) Not able 

to provide legal certainty, (5) Not able to make the implementation of democracy 

healthy in Indonesia, (6) Not able to prevent authoritarianism, and (7) Not able to 

create leadership regeneration. Meanwhile, the urgency of limiting the terms of 

office of members of the People's Representative Council is to (1) uphold the 

principles of constitutionalism, (2) prevent arbitrary actions, (3) realize legal 

certainty, (4) improve the implementation of democracy in Indonesia, (5) prevent 

authoritarianism, and (6) Carrying out regeneration. 

Keywords: Limitations, Term of Office, DPR, Constitutionalism.
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